
 
 
 
 
 
 
 
 

BUPATI KARAWANG 

PROVINSI JAWA BARAT 

PERATURAN BUPATI KARAWANG 
NOMOR 81 TAHUN 2017 

 
 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 

2014 TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 

KABUPATEN KARAWANG 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

BUPATI KARAWANG, 
 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka efektifitas pelaksanaan Kebijakan 
Akuntansi Pemerintah Kabupaten Karawang yang 
berbasis akrual, agar lebih berdaya guna dan berhasil 
guna maka perlu meninjau kembali dan merevisi 
Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 
karawang; 

 
b. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut diatas, 

maka perlu dibentuk Peraturan Bupati Karawang tentang 
Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Karawang Nomor 
23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 
Kabupaten Karawang; 

 
Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan       Daerah-daerah       Kabupaten       dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 

1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten 

Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah 
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan       Daerah-daerah       Kabupaten       dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan 

Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 2851); 
 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4286); 
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3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4400); 

 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan     Daerah     (Lembaran Negara     Republik 

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan     Daerah     (Lembaran Negara     Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4593);  

 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5219); 

 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang 
Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5272); 

 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);  
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12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 

Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan 

Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

 
 

14.Peraturan Bupati Karawang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten 
Karawang (Berita Daerah Kabupaten Karawang Tahun 

2014 Nomor 23). 
 
 
 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan :   PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KETIGA 
ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 23 TAHUN 2014 
TENTANG KEBIJAKAN AKUNTANSI PEMERINTAH 
KABUPATEN KARAWANG. 

 
 

Pasal I 
 

Beberapa Lampiran dalam Peraturan Bupati Karawang Nomor 

23 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah 

Kabupaten Karawang diubah sebagai berikut : 

 
 

1. Ketentuan mengenai Kebijakan Akuntansi Aset Tetap 

diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini; 

 
 

2. Ketentuan mengenai Kebijakan Akuntansi Aset Lainnya 

diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV 

sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 

Bupati ini. 
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Pasal II 
 

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya 
dalam Berita Daerah Kabupaten Karawang. 

 
 

Ditetapkan di Karawang 

pada tanggal 29 Desember 2017 
 

BUPATI KARAWANG, 
 
 

ttd 
 
 

CELLICA NURRACHADIANA 

 

Diundangkan di Karawang 

pada tanggal 29 Desember 2017 

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN 

KARAWANG, 

 

ttd 
 
 

TEDDY RUSFENDI SUTISNA 
 
 

BERITA DAERAH KABUPATEN KARAWANG TAHUN 2017 

NOMOR 81 . 

 
 

Salinan sesuai dengan aslinya 
KEPALA BAGIAN HUKUM, 

 

ttd 
 
 

NENENG JUNENGSIH 
NIP. 19640501 199003 2 004 
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